Bagaimana Cara Mengatur Hubungan
Hukum dengan Distributor

Nama : Yunita Abellia Agustina
NIM : 222040100084

Pendahuluan

Referensi pertama adalah buku berjudul "Buku Ajar Hukum Perusahaan" yang ditulis
oleh Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, dan Sri Budi Purwaningsih.
Buku ini diterbitkan oleh Umsida Press pada bulan Maret 2023. Sebagai sumber referensi
utama, buku ini menyajikan ulasan yang komprehensif tentang karakteristik perusahaan, baik
yang memiliki karakteristik hukum maupun non-hukum. Buku ini mencakup berbagai aspek,
seperti karakteristik asosiasi orang, asosiasi modal, proses pendirian perusahaan, dan topik
lainnya. Materi dalam buku ini disajikan dengan rinci dan didukung oleh gambar-gambar yang
membantu pemahaman. Selain itu, struktur bab dan sub-babnya terorganisir dengan baik.
Setiap bab dilengkapi dengan beragam latihan soal yang bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman pembaca terhadap materi yang disampaikan [1]. Referensi kedua berjudul
Tinjauan Tentang Hubungan Hukum Antara Produsen Dan Distributor Produk-Produk Fast
Moving Consumer Goods" ditulis oleh Jacky Evertdson Tambaani pada tahun 2021. Artikel ini
membahas hubungan hukum antara produsen dan distributor produk-produk Fast Moving
Consumer Goods (FMCG). FMCG adalah produk yang memiliki perputaran cepat dan tingkat
konsumsi yang tinggi, seperti makanan, minuman, dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya.
Dalam artikel ini, Tambaani membahas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan
hubungan antara produsen dan distributor FMCG, termasuk hak dan kewajiban masing-
masing pihak, perjanjian distribusi, tanggung jawab atas kualitas produk, serta penyelesaian
sengketa. Artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika hubungan
hukum antara produsen dan distributor FMCG, serta implikasinya dalam praktik bisnis.
Kelebihan Artikel ini memberikan tinjauan yang komprehensif tentang hubungan hukum
antara produsen dan distributor produk FMCG, dengan fokus pada isu-isu yang relevan dan
aktual dalam praktik bisnis. Pendekatan analitis yang disajikan oleh penulis dapat membantu
pembaca memahami kompleksitas hubungan hukum dalam konteks distribusi produk-produk
FMCG.

Referensi ketiga berjudul Hubungan Hukum antara distributor, subdistributor, dan
grosir' ditulis oleh Bernadetha Aurelia pada tahun 2020. Artikel ini membahas hubungan
hukum antara distributor, subdistributor, dan grosir dalam konteks distribusi barang. Aurelia
menjelaskan perbedaan peran dan tanggung jawab masing-masing entitas dalam rantai
distribusi, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan distribusi
secara sah. Artikel ini juga mengulas mengenai hubungan hukum yang dapat didasarkan
pada perjanjian tertulis, penunjukan, atau bukti transaksi yang sah secara hukum. Artikel ini
memiliki kelebihan dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang hubungan hukum
antara distributor, subdistributor, dan grosir dalam konteks distribusi barang. Aurelia
menyajikan informasi yang lengkap dan relevan mengenai dokumen-dokumen yang
diperlukan dan proses pendaftaran distributor, sehingga dapat menjadi panduan praktis bagi
pembaca yang tertarik dalam bidang distribusi. Referensi keempat berjudul "Strategi
Melipatgandakan Keuntungan Perusahaan Distributor" ditulis oleh Frans M. Royan pada
tahun 2013. Buku ini membahas berbagai strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan
distributor untuk meningkatkan keuntungannya. Royan menjelaskan konsep-konsep penting
dalam manajemen distribusi dan memberikan wawasan tentang praktik-praktik terbaik yang
dapat diterapkan dalam operasional perusahaan distributor. Buku ini mencakup berbagai
topik, mulai dari manajemen stok, strategi pemasaran, hingga pengelolaan hubungan dengan
pemasok dan pelanggan. Royan juga memberikan contoh kasus dan studi empiris untuk
mengilustrasikan implementasi strategi-strategi yang dibahas dalam buku ini. Kelebihan dari



buku ini memberikan panduan praktis dan konkret bagi para pemilik dan manajer perusahaan
distributor untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan mereka. Dengan
membahas berbagai strategi yang terbukti efektif, Royan membantu pembaca memahami
kompleksitas industri distribusi dan memberikan wawasan yang berharga untuk
mengembangkan strategi bisnis yang sukses. Selain itu, penggunaan contoh kasus dan studi
empiris memperkaya pemahaman pembaca dan memberikan inspirasi untuk
mengimplementasikan strategi-strategi yang relevan dengan konteks bisnis mereka.

Mengatur hubungan hukum dengan distributor merupakan langkah krusial bagi
perusahaan yang ingin menjalankan bisnisnya secara efektif dan berkelanjutan. Distributor
adalah mitra penting dalam rantai pasokan, bertindak sebagai jembatan antara produsen dan
konsumen akhir. Dalam praktiknya, distributor biasanya membeli produk dalam jumlah besar
dari produsen, Hubungan antara distributor dan produsen biasanya diatur melalui perjanjian
tertulis yang mencakup berbagai aspek, seperti larangan menjual produk pesaing dan
pembatasan penggunaan nama produk dalam bisnis mereka. Dalam perjanjian bisnis antara
distributor dan produsen, kontrak tertulis biasanya disusun sesuai dengan kepentingan kedua
belah pihak, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan. Hal
ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, yang memungkinkan para pihak untuk menetapkan isi kontrak
sesuai kesepakatan Bersama [2]. Maka dari penjabaran diatas penulis akan menyusun artikel
terkait Bagaimana Cara Mengatur Hubungan Hukum dengan Distributor.

Tahapan 1: Distributor hanya dapat
mendistribusikan barang kepada produsen,
subdistributor,  grosir, perkulakan  dan/atau
pengecer

Dalam konteks distribusi barang, distributor hanya dapat melakukan penjualan dan
pengiriman barang kepada beberapa pihak yang memiliki peran khusus dalam rantai
distribusi. Distributor tidak diperbolehkan untuk menjual barang secara langsung kepada
konsumen, melainkan harus berinteraksi dengan pihak-pihak yang berada di atas atau di
bawahnya dalam rantai distribusi. Dengan demikian, distributor berperan sebagai perantara
yang membantu dalam proses distribusi barang, tetapi tidak dapat menjual barang secara
langsung kepada konsumen. Peraturan Menteri Perdagangan mengatur bahwa distribusi
barang di dalam negeri dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada
konsumen. Distribusi secara tidak langsung melibatkan pelaku usaha distribusi, seperti
distributor dan agen, yang menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, termasuk
distributor dan jaringannya, serta agen dan jaringannya [3].

Tahapan 2: Distributor yang sah membutuhkan
proses pendaftaran resmi yang diakui oleh Menteri
Perdagangan Republik Indonesia

Dalam konteks distribusi barang di Indonesia, menjadi distributor yang sah membutuhkan
proses pendaftaran resmi yang diakui oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
Permohonan pendaftaran distributor harus disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan
Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan serangkaian dokumen yang mencakup
perjanjian yang telah dilegalisir, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, akta
pendirian perusahaan, dan dokumen pengesahan badan hukum.



Tahapan 3: Distributor bertindak atas nama sendiri
dan atas penunjukan dari produsen atau supplier
untuk melakukan pemasaran barang

Distributor bertindak atas nama sendiri dan atas penunjukan dari produsen atau supplier untuk
melakukan pemasaran barang. Subdistributor, di sisi lain, bertindak atas penunjukan dari
distributor untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Grosir, sebagai pelaku usaha
distribusi, menjual barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.

Tahapan 4. Hubungan hukum antara distributor,
subdistributor, dan grosir dapat dilandasi oleh
perjanjian tertulis, penunjukan, atau bukti transaksi
yang sah secara hukum.

Hubungan hukum antara distributor, subdistributor, dan grosir dapat dilandasi oleh perjanjian
tertulis, penunjukan, atau bukti transaksi yang sah secara hukum. Penting untuk memastikan
bahwa semua pihak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki dokumen-
dokumen yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan distribusi secara sah dan sesuai
dengan regulasi yang berlaku [4].

Simpulan

Kesimpulan dari langkah-langkah mengatur hubungan hukum dengan distributor adalah
bahwa Distributor memiliki peran penting dalam rantai distribusi, dengan tugas utama
mendistribusikan barang kepada pihak-pihak tertentu seperti produsen, subdistributor, grosir,
perkulakan, dan pengecer. Mereka tidak boleh menjual langsung kepada konsumen.
Distributor yang sah harus melalui proses pendaftaran resmi yang diakui oleh Menteri
Perdagangan Republik Indonesia. Distributor bertindak atas nama sendiri dan atas
penunjukan dari produsen atau supplier untuk melakukan pemasaran barang. Hubungan
hukum antara distributor, subdistributor, dan grosir dapat didasarkan pada perjanjian tertulis,
penunjukan, atau bukti transaksi yang sah secara hukum. Kepatuhan terhadap ketentuan
hukum dan pengaturan dokumen-dokumen yang sesuai sangat penting untuk menjalankan
kegiatan distribusi secara sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
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